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Adanya larangan mesum/ikhtilath sebagaimana dalam Pasal 25 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat
bahwa â€œSetiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah ikhtilath,
diancam dengan â€˜Uqubat Taâ€™zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat
ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulanâ€•. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun
2013 tentang Hukum Acara Jinayat juga adanya pengaturan tentang penegakan hukum yang berwenang terhadap permasalahan dan
dapat mengambil tindakan sesuai yang telah diatur. Namun, pada kenyataannya praktik prostitusi masih terjadi dikalangan
masyarakat Aceh, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut.
Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi menggunakan media online, dan
hambatan penanggulangan tindak pidana prostitusi menggunakan media online.
Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian
kepustakaan menghasilkan data sekunder yaitu dengan mempelajari buku, teori, perundang-undangan serta tulisan ilmiah.
Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer, dengan melakukan wawancara terhadap responden dan informan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum yang dapat ditegakkan dengan memperhatikan terlebih dahulu penyebab
terjadinya prostitusi online tersebut, sehingga adanya upaya penegakan hukum. Namun, yang menjadi upaya penegakan hukum
yaitu perlu adanya suatu sanksi yang tegas baik dari sisi hukum pidana maupun sanksi adat terhadap pelaku. Sehingga dengan
adanya suatu sanksi yang tegas maka pelaku akan merasa jera terhadap tindakannya tersebut. Hambatan penanggulangan tindak
pidana prostitusi dapat dilihat dalam faktor-faktor terjadinya praktik prostitusi yaitu faktor ekonomi, lingkungan, keluarga juga
dapat dilihat dalam hambatan yang didapatkan kepolisian resor kota Banda Aceh yaitu kurangnya personil unit PPA dan dijadikan
prostitusi untuk modal kehidupan.
Disarankan kepada aparat penegak hukum agar dapat melaksanakan pembenahan dalam kelembagaan dengan selalu meningkatkan
profesionalitas dan kualitas penyidik, dan memproses tuntas pelaku tindak pidana prostitusi, juga memperkuat aturan hukum atau
melarang media online untuk setiap publikasi yang mengarah kepada pornografi.â€ƒ
